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Ftenintbarg : a. bahwa kelornpok bermain nlefljrpakaft salah satu bentuk layanan
Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonforma{ bagi anak
usia 2-6 talrun rTang tidak ter,layani oleh PAUD Forrnal;

MenEingat

b. bahwa dalam rangka efeKivitas dan leEalitas forrnai layanan
program PAUD, periu ada izin penyelenggaraan/operasional dari
Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Clamis yang sesuai
dengan funtutan atau kebutuhan nnasyarakafi

c. bahwa untuk kelancaran 0an ketertiban administrasi sebagairnana
dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu dltetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Ciarnis.

: 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistenn Fendidikan

Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana teiah cjua kaii rliubah terakhir ciengan UndanE-Undang
Nomor 12. tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nornor 32 tahun 200/+, tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor LZ tahun z0L1, tentang pembentukan
Peraturan Perundang Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan
Pernerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;

6. Peraturan Fernerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar
I{asional Pendidikan, teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nornor 19 Tahun 2005.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan
dan Penyeienggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan
Pemturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;

8, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58
tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang
NSPK (Nonrna, Standar, Prosedur,dan Kriteria) di Bidang Pendiciikan ;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ReBublik Indonesi4
Nomor 81 tahun 2AL3, tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nontprmal;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 1 tahun 20L4, tentang
Pembenfukan Produk Hukum Daerah;

L2. Peraiuran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013, tentang
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L. NSPK ( Norma Standar, Prose<iur, dan Kriteria) petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian pendidikan dan
Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Noniormai dan Informal, Direktorat Pernbinaan FAUD Tahun 2013.

2. Permohonan izin Penvelenggaraan program pl\uD dari pengelola
Kober Manarul hlikmah Nomor : 0UPAUD-MH|O/2014, tanggal 10
November 2014.

T,IEMUTI.'SKAI{

Izin Penyelenggaraan Frogram PAtiD kepada :

Iztn penyetenggaraan Program tersebut pada DiKum KESATU berlaku
selarna 2 (dua) tahun terhitung mulai:

Kober MANARUT HIKMAH
Dusun Ciroyonr RT.OI RW.IO tlesa
Kiarapayung Krcarmatafl Rancah KabupaHt
Ciamis
Rustarn Eifendi
Yayasan Manarul llikrnah
O5 Juli 2O1L

i l"l Nopember 2014
: t\ Nopember 2016

l-lak dan kewajiban penyelenggara Progn-arn Kolompok Bermain (KOBER):
Hak:
1. Mendapattan pemhinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi

mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain

(Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. lvlendapat kesempatan untuk meningkafl<an mutu pengelola, Tenrya

Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelaiaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sanana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan

tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyarnpaikan laporan administrasi program secara berkata sesuai

aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait-
7. MenEajukan pernnohonan perpanjangan izin selambat-iamtlatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum izin berakhir
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan ditinjau kembali apabiia diperiukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : \y Nopember 2J14
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